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(1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan Air Tanah,

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian dan/atau
seluruh faktor-faktor berikut:

a. Jenis sumber air;

b. Lokasi sumber air;

¢. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

e. Kualitas air; dan

f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan
dan/atau pemanfaatan air.

(3) Penggunaan faktor - fakior sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Tentang Pajak Air Tanah
Kode Daerah: -
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1. | Nama Pasal 2 - Telah sesuai dengan UU No.
Dengan Nama Pajak Air Tanah, dikenakan pajak atas pengambilan dan atau 28 Tahun 2009.
pemanfaatan atas air tanah, - o
2. | Objek Pasal 3 Pasal 3 Pasal 3 ayat (2
(1) Objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air | (1) Objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan danfatau Pemanfaatan Air | disempurnakan.
Tanah. Tanah.
(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah: (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau
Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah uniuk keperuan dasar pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan
rumah tangga, pengairan pertanian, perkanan rakyat, peribadatan dan pertanian, perikanan rakyat, peribadatan dan Kegiatan Sosial yang fidak
Kegiatan Sosial yang tidak dikomersialkan. dikomersialkan.
3. | Subjek Pasal 4 : Telah sesuai dengan UU No.
(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 28 Tahun 2009.
pengambilan danfatau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Wajib Pajak adalah crang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
4. | Dasar Pengenaan Pasal 5 Pasal 5 Pasal 5 ayat (4) cisesuaikan
dengan ketentuan UU No. 23

(1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan Air Tanah.

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian dan/atau
seluruh faktor-faktor berikut:

Jenis sumber air;

Lokasi sumber air;

Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

Kualitas air; dan

Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan

dan/atau pemanfaatan air.

e oo o

(3) Penggunaan fakior - faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Tahun 2014.




disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi.
(4) Besarnya nilai peroiehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi.

(4) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Gubernur
mengenai nilai perolehan air tanah.

Telah sesuai dengan UU No.

Tarif Pasal 6 -
Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen). 28 Tahun 2008,
Cara Penghitungan Pajak | Pasal 7 - Telah sesuai dengan UU No.

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4)

28 Tahun 2009.

Telah sesuai dengan UU No.

Wilayah Pemungutan Pasal 8 -
Wilayah pemungutan Pajak adalah di Kabupalen Buton Tengah. 28 Tahun 2009.

Masa Pajak Pasal 9 - Telah sesuai dengan UU No.
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. 28 Tahun 2009.

Penetapan Pasal 10 Pasal ... 1. Sebelum Pasal 10

€5 Setiap Wajib Pajak mengajukan laporan mengenai data subjek-dan-objek
pajaic

(2) Lapor-an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada
Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa
pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian laporan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri
dan melaporkan usahanya dengan menggunakan SPOP ke instansi terkait
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan usaha Wajib
Pajak.

(2) SPOP harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di
instansi terkait.

(3) SPOP harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, dan
wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau
Kuasanya, serta menyampaikannya ke instansi terkait.

(4) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD.

(5) Dalam hal Wajb Pajak tidak mendaftarkan diri, Bupati secara jabatan
menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh
Daerah.

(6) Tata cara pendaftaran Wajib Pajak, penerbitan dan penghapusan NPWPD,
dan pengisian SPOP diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1) Setiap Wajib Pajak mengajukan laporan mengenai data penggunaan
volume air tanah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,

ditambah 1 (satu) pasal
yang mengatur pendataan
dan pendaftaran wajib
pajak.

2. SPOP berisi data yang
mencakup data-data yang
diperlukan untuk menilai
NPA, yaitu jenis sumber
air; lokasi sumber air,
tujuan pengambifan
dan/atau pemanfaatan air,
perkiraan volume air yang
diambil dan/atau
dimanfaatkan pada
periode tertentu, kualitas
air; dan tingkat kerusakan
lingkungan yang
diakibatkan oleh
pengambilan dan/atau
pemanfaatan air.

/k/
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benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada
Bupati selambatlambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhimya masa
pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian laporan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 11
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati

menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 11

(1) Pemungutan Pajak Daerah tidak dapat diborongkan.

(2) Setiap Wajib pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SKPD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

{3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berupa karcis dan nota perhitungan.

(4) Waijib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD.

(5) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.

(6) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SKPD
dan SSPD diatur dalam Peraturan Bupali.

Pasal 11 disesuaikan dengan
PP No. 55 Tahun 2016.

SSPD dapat dibuat beberapa
rangkap sebagai alat bukti
pembayaran pajak oleh Wajib
Pajak.

Dihapus. Pasal 12 dan Pasal 13
dihapus karena telah diatur
dalam Pasal 11 Raperda.

Pasakid Dihapus. Bukii  pembayaran  pajak
cukup menggunakan SSPD.

o




10.

Tata Cara Pembayaran
dan Penagihan

Pasal 15

(3) Bupati atas permohonan wajib pajak setclah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan perselujian kepada wajib pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaian pajak, dengan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 15 ayat (1) dihapus
karen atelah diatur dalam
Pasal 11 Raperda.

Pasal 16

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat keputusan
pembetulan, Surat keputusan keberatan dan Putusan Banding yang tidak
atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan
surat paksa.

(2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 17
(1) Bupati dapat menerbitka STPD jika :
a. Pajak dalam tahun berjalan fidak atau kurang dibayar.
b. Dari hasil penelitian laporan terdapat kekurangan pembayaran sebagai
akibat salah tulis dan atau salah hitung;
c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15
(lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setclah jatuh tempo pembayaran
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dan
ditagih melalui STPD.

Pasal 16

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:

a. Pajak terutang dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atau
SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
berupa pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan
pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan.

(3) Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian STPD diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD,
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan
Putusan Banding.

(2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
terlebih dahufu memberikan Surat Teguran.

{3) Surat Teguran paling sedikit memuat :
a. nama waijib pajak dan/atau penanggung pajak;
b. besarnya utang pajak;
¢. perintah untuk membayar; dan
d. jangka waktu pelunasan utang pajak.

Pasal 16, Pasal 17, dan
Pasal 18 disesuaikan dengan
PP No. 55 Tahun 2016.




(4) Tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Teguran dalam Peraturan
Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pajak yang terutang dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak
yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30
{tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 19

(1) Apabila jumiah pajak yang harus dibayar lidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana ditemukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat
paksa.

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (Dua Puluh Satu) hari
sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain sejenis.

Pasal 20

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 4 x 24 jam
sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan
Surat Perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 21

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang
pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat
Perintah melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan
tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 22

(1) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat
pelaksanaan lelang juru sita memberitahukan dengan segera secara
tertulis kepada Wajib Pajak.

(2) Selelah jadwal pelelalangan sebagaimana ayat (1) ditetapkan, maka
pejabat menetapkan lefang.

(3) Tata Cara Pelelangan diatur oleh ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

Bentuk jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan
pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2008.




1.

Kadaluwarsa

Pasal 24
(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui

jangka wakitu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali
apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran danfatau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Fajak, baik langsung maupun

tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Pasal 24

(1)

2

(3)

Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui

jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali

apabila Waijib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah,

Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun
tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak

tanggal penyampaian Surat Paksa tersebuit.

Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih

mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah

Daerah.

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan

pembayaran dan permohonan keberatan cleh Waijib Pajak.

Pasal 24 disesuaikan dengan
Pasal 166 UU No. 28 Tahun
2009.

Pasal 25

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan

(2) Bupafi menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Kabupaten

yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur

dengan Peraturan Bupati.

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.

12.

Sanksi:
a. Administratif
b. Pidana

Dihapus.

Pasal 34 dihapus karena
masing-masing  ketentuan
sanksi telah diatur dalam

pasal yang mnegatur
penerbitan STPD,
keberatan/banding, dan

kelebihan pembayaran.

i




Pasal 35

(1) Waijib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan laporan atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau keterangan yang
tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana
dengan pidana kurungan paling lamal (satu) tahun atau pidana denda
atau paling banyak 2 (dua) kali jumiah pajak ferutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja fidak menyampaikan laporan atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap alau melampirkan
Keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuanga Daerah
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang
tidak atau kurang dibayar.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan
penerimaan Negara.

Pasal 36
Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah mefampaii

jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa
Pajak atau berakhimya Bagian Tahun Pajak atau berakhirmya Tahun Pajak yang

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.

bersangkutan.

Telah sesuai dengan UU No.

13. | Tanggal Mulai Pasal 39
Berlakunya Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangya! diundangkan. 28 Tahun 2009.
14. | Lain-lain Pasal 28 Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.

(1) Waijib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat secara tertulis dengan
menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. Nama dan alamat pajak;




b. Masa pajak;
c. Besamya kelebihan pembayaran pajak dan;
d. Alasan yang jelas.

(2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak diteimanya pemmohonan pengembalian  pembayaran  pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui,
Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung dihitung untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannyn SKPDLB dengan menerbitkan
Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah

lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Bupati atau Pejabat

memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sefiap bulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak
lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pembayarannya
dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukfi pemindahbukuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 29

(1) Apabiia kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak
lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pembayarannya
dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan
pembayaran pajak berikut imbalan bunga diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29 ditambahkan 1
(satu) ayat yang mengatur
penerbitan peraturan kepala
daerah untuk tata cara tata
cara pengembalian kelebihan
pembayaran pajak berikut
imbalan bunga.

Pasal 30
(1) Waijib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas suafu :

a. SKPD

b. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka wakiu paling lama 4 (empat)
bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009,




sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasaannya.
(4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling
sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai
Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos
tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 31

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejek tanggal Surat Keberatan
diterima, harus memberi kepulusan atas
keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak,
atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberalan yang diajukan tersebut

dianggap dikabulkan

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.

Pasal 32

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang
ditetapkan oleh Bupati.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampir
salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar
pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009,

Pasal 33
(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian

atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

Pasal 33
(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian

atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sefiap bulan untuk paling

lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

Ketentuan sanksi
administrasi keberatan/
banding agar diatur berurutan
dengan pasal yang mengatur
keberatan/banding.
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pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh
persen) dari jumlah pajak berdasarkan SuratKeputusan Keberatan
dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajb Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan.

(6) Ketentuan lebih fanjut mengenai tata cara pengajian keberan, banding,
pengenaan sanksi dan imbalan bunga diatur dalam Peraturan Bupati

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
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